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KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 973/499-Dispenda/2016
TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN POKOK DAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) ATAS PENYERAHAN KEPEMILIKAN KEDUA DAN
SETERUSNYA, SERTA PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF
BERUPA DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa di Daerah Provinsi Jawa Barat masih terdapat kendaraan
bermotor yang dimiliki wajib pajak belum atas nama sendiri,
untuk tertib administrasi, kepastian hukum kepemilikan
kendaraan bermotor dan meringankan beban masyarakat
terhadap kewajiban dalam melakukan balik nama kendaraan
bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya serta
pembayaran pajak kendaraan bermotor, sesuai ketentuan Pasal
80 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Gubernur Jawa
Barat karena jabatannya dan/atau atas permohonan Wajib Pajak
dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan
Pajak terhadap besarnya Pajak terutang serta sanksi administratif;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 45a Peraturan Gubernur Jawa
Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pemberian keringanan dan
pembebasan untuk jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor
dan Biaya Balik Nama kendaraan Bermotor ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur yang penandatanganannya didelegasikan
kepada Kepala Dinas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur
Jawa Barat tentang Pemberian Pembebasan Pokok dan Sanksi
AdministratifBerupa Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB) Atas Penyerahan Kedua dan Seterusnya, serta
Pembebasan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4
Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



10.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah, Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
dan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Tugas
dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5209);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak
Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah
atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 434), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor1379;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 48);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2011 Nomor 13 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 105);

12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah untuk Jenis
Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor (BBNKB) (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2011 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur
Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 11 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Pemberian Pembebasan Pokok dan Sanksi Administratif Berupa
Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas
penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya, serta Pembebasan
Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB);

Pembebasan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) sebagaimana diktum KESATU, diberikan kepada
seluruh wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak tahunan
kecuali untuk kendaraan bermotor baru;

Pemberian Pembebasan sebagaimana diktum KESATU, berlaku bagi
seluruh Wajib Pajak yang melakukan pembayaran terhitung mulai
tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan pembayaran tanggal 24
Desember 2016;

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat melaksanakan sosialisasi
pemberian Pembebasan sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU;

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Oktober 2016

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT

NIP | 19580823 1986031008



